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Ga usah terlalu dipikir, percaya saja karna allah telah mengatur 
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ABSTRAK  

Muhammad Afandy (2023): Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai 

 Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis 

 dalam Mazhab Imam Syafi’i) 

Di Indonesia, suami muslim biasa mengucapkan sighat taklik pada saat ikatan 

pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau 

mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka 

pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini 

menunjukkan bahwa sighat taklik memiliki akibat hukum bagi suami istri. 

Sebenarnya suami mempunyai hak untuk menolak mengunakan taklik talak, sebab 

taklik talak ini bukan bersifat sukarela. Tidak ada regulasi Hukum yang mengatur 

tentang kewajiban taklik talak, ditambah lagi dengan telah adanya fatwa MUI 

yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis membuat dua rumusan masalah, 

yaitu Bagaimana pandangan dalam mazhab Imam Syafi‟i terhadap pembacaan 

sighat taklik talak pada upacara akad nikah, dan Apa saja konsekuensi yang akan 

terjadi jika sighat taklik talak dibacakan dalam upacara akad nikah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam terhadap pembacaan 

sighat taklik talak pada upacara akad nikah dan untuk mengetahui konsekuensi 

dari pembacaan sighat taklik dalam upacara akad nikah. Penelitian ini bersifat 

penelitian pustaka (library research) yang mana sumber data nya di peroleh dari 

putaka, buku-buku, dan beberapa karya ilmiah. Adapun jenis data yang digunakan 

adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik book 

survey. Data primer yang digunakan adalah data-data yang didapat dari kitab-kitab 

fiqih Imam Syafi‟i 

Hasil penelitian dapat disimpulkan para ulama berbeda pendapat dalam sighat 

taklik talak  ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. diharapkan agar 

para penghulu memberikan edukasi tentang Sighat taklik pada pra nikah. 

Kata Kunci: Sighat Taklik, Pernikahan, Konsekuensi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pernikahan merupakan akad sakral yang menyatukan dua insan terikat 

kuat (mitsaqan ghalizai). Perpaduan cinta kasih diikat dengan akad nikah atau 

perkawinan. Namun perjalanan pernikahan dalam hidup rumah tangga tidaklah 

semuanya berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan dalam ungkapan BP4 

yaitu rumah tangga yang al-sakinah al-mawadah al-warahmah. Solusi terakhir 

jika problematika rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, 

maka finishnya adalah perceraian.
1
 

 Pada umumnya perjanjian itu ada dalam setiap bermuamalah seperti jual 

beli atau muamalah lainnya. Namun dalam perkawinan di era modern sekarang, 

juga ada perjanjian baik perjanjian pra-nikah tentang harta hak milik atau 

perjanjian pasca-nikah yang disebut sighat taklik, hal ini dilakukan jikalau suatu 

saat terjadi yang tidak di inginkan antara pasangan suami istri terhadap 

problematika rumah tangganya, maka untuk menghindari saling menganiaya atau 

mendzalimi diantara keduanya, dinggap perlu suatu perjanjian perkawinan, baik 

pra atau pasca perkawinan (nikah). 

 Di Indonesia, sebagai suami muslim biasa mengucapkan sighat taklik pada 

saat setelah akad pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia 

menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, 

                                                             
 1 Anny Najiah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Ta‟liq Talak sebagai 

alasan Perceraian”, Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum 

Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 3  
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maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal 

ini menunjukkan bahwa sighat taklik memiliki akibat hukum bagi suami istri.
2
 

 Taqlik talak pada dasarnya adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi 

bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam mempengaruhi proses 

legilasi hukum, terutama Hukum Keluarga di Indonesia.  

 Dalam tata cara perkawinan (Adat Islam Indonesia), diatur suatu bentuk 

perjanjian antara suami istri yang diatur dalam bentuk buku nikah. Pembacaan 

sighat taklik disarankan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki setelah 

mengucapkan akad nikah, sudah menjadi kebiasaan dalam adat perkawinan 

Indonesia. Salah satu manfaat membaca sighat taklik adalah membantu 

melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut 

taklik talak.
3
 

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 29 telah 

dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan bahwa: 

1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 

pencatat perkawinan, setelah itu isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang 

pihak ketiga itu bersangkutan. 

2) Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan 

kesusilaan. 
                                                             
 2 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: Inis, 

1998), h.78-81. 
 3

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahriyah, TT, Cet 13), h.386- 387. 
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3)  Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. 

4) Selama perkawinan masih berlangsung, perjanjian itu tidak dapat diubah, 

kecuali jika kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian untuk mengubah dan 

perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.
4
 

 Tafsir dari pasal 29 di atas adalah bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak 

termasuk perceraian. Hal ini berbeda dengan penafsiran Pasal 3, Pasal 11, ayat 1, 

3 dan 4 Menteri Agama, 1975; (1) Calon suami istri boleh mengadakan perjanjian 

sepanjang tidak melanggar hukum syariah. Ada atau tidaknya perjanjian dicatat 

pada formulir pemeriksaan pranikah. (3) Perjanjian talak dalam bentuk taklik 

dianggap sah jika perjanjian itu diumumkan dan ditandatangani oleh suami setelah 

akad nikah. (4) Talak sighat taklik diputuskan oleh Menteri Agama.  

 Akad sighat taklik bukanlah salah satu hal yang harus ada dalam setiap 

perkawinan, tetapi sekali sighat taklik disepakati maka tidak dapat dicabut 

kembali. Tujuan utama dari pembacaan sighat taklik adalah untuk 

menyeimbangkan hak istri untuk bercerai dalam hukum Islam selain khulu, atau 

bisa juga dikatakan untuk melindungi hak istri dan melindungi istri dari suami 

yang mendominasi. Sighat taklik bukanlah syarat pernikahan, namun Kementerian 

Agama menghimbau kepada aparat Kecamatan untuk melafalkan sighat taklik saat 

menikah.  

 Kementerian Agama merumuskan sighat taklik cerai, memperbolehkan 

suami untuk bersumpah atau membacakan sighat taklik dalam akad nikah kepada 

                                                             
 

4
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, (Surabaya: Arloka), h.15. 
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penghulu, wali nikah dan saksi, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak 

perempuan, namun dalam prakteknya tidak semua tata cara pernikahan atau 

membaca sighat taklik oleh suami. Cerai hanya ditandatangani oleh mereka.  

 Ada beberapa pendapat tentang pembacaan sighat taklik talak, 

Kementerian Agama sendiri sebagai pembuat sighat taklik cerai tidak perlu 

membaca sighat taklik untuk membaca sighat taklik. Ibnu Hazem berpendapat 

penting membaca sighat taklik talak saat akad nikah karena memiliki manfaat 

yang baik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan 

tertanggal 7 September 1996 bahwa tidak perlu lagi membaca sighat taklik dalam 

acara perkawinan Pendapat talak yang materiilnya dalam Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Keyakinan. Demikian juga perjanjian talak taklik tidak wajib 

dalam setiap perkawinan menurut kodifikasi hukum Islam (Pasal 46 Ayat 3 KHI). 

 Padahal, taklik talak sudah membudaya dalam pernikahan muslim. 

Akibatnya, banyak orang beranggapan bahwa taklik talak adalah sesuatu yang 

wajib dibaca setelah akad nikah, ditambah sighat taklik talak yang ada di akta 

nikah, seolah-olah membacanya adalah suatu keharusan. Pasal 46 ayat 3 

Kompendium Syariat menyatakan bahwa “perjanjian sighat taklik bukanlah suatu 

perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, tetapi apabila perjanjian 

sighat taklik telah disepakati maka tidak dapat dicabut kembali”. 

 Memperhatikan beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar, sighat taklik 

tidak wajib bagi setiap perkawinan meskipun sudah jelas dinyatakan dalam KHI. 

Ditambah dengan keluarnya fatwa MUI, pernyataan tersebut tidak lagi 

mewajibkan untuk membacakan sighat taklik talak, namun dalam praktiknya 
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penghulu yang sedang menjalankan tugasnya di acara pernikahan tersebut ternyata 

mengharuskan calon mempelai pria untuk membaca sighat taklik talak. Mereka 

memaksa suami untuk menandatangani akad cerai yang tertera di akta nikah 

meskipun sang suami tidak bersedia membacakan sighat taklik talak secara 

langsung.  

 Berdasarkan uaraian diatas dapat dilihat bahwa sangat berkaitan antara 

taklik talak dengan keutuhan rumah tangga. Oleh karna itu penulis sangat tertarik 

untuk membahas tentang taklik talak ini dan kaitannya dengan pengaruhnya 

terhadap keutuhan rumah tangga. Maka kemudian penulis mengangkat judul 

”Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam 

Mazhab Imam Syafi‟i)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang batasan masalah dan gejala-gejala yang telah 

penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan dalam mazhab Imam Syafi‟i terhadap pembacaan sighat 

taklik talak pada upacara akad nikah? 

2. Apa saja konsekuensi yang akan terjadi jika sighat taklik talak dibacakan 

dalam upacara akad nikah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam terhadap pembacaan 

sighat taklik talak pada upacara akad nikah. 
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b. Untuk mengetahui konsekuensi dari pembacaan sighat taklik dalam 

upacara akad nikah. 

2. Kegunaan Penelitian. 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut 

ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur 

bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

c. Sebagai suatu informasi bagi masyarakat Islam, agar lebih mengetahui 

pertimbangan dalam pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak pada 

waktu upacara akad nikah. 

 

D. Sistematika Penulisan 

 Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, 

maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam pembacaannya. 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing 

menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang 

berkesinambungan, yaitu: 

 BAB PERTAMA pendahuluan yaitu menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
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pembahasan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan 

pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, 

juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya. 

 

 BAB KEDUA landasan teori tentang perjanjian perkawinan yaitu kajian 

teori yang memuat tentang Pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum 

perjanjian perkawinan, syarat perjanjian perkawinan, Macam-macam taklik talak 

dan Rumusan taklik talak di Indonesia. 

 

 BAB KETIGA merupakan bab tentang metode penelitian yang berisikan 

tentang jenis penelitian, jenis data, sunber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data.  

 

BAB KEEMPAT merupakan bab tentang pandangan Hukum Islam dalam 

mazhab Imam Syafi‟i tentang sighat taklik talak, konsekuensi pembacaan sighat 

taklik. 

 

BAB KELIMA penutup yang berisi kesimpulan dan saran di akhir 

penulisan ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan 

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 

 Perjanjian perkawin dalam bahasa Arab diartikan secara etimologi dengan 

sebutan ittifa‟ atau akad, dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian atau kontrak. 

Perjanjian adalah sebuah persetujuan dan persetujuan itu mengikatkan dirinya 

seorang atau lebih. Disebut perjanjian kawin disebabkan perjanjian ini diadakan 

dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan dan dipandang sebagai sebuah 

peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
5
  

 Setiap hari manusia selalu mengambil tindakan untuk memenuhi 

kepentingannya. Orang yang dengan sengaja mengadakan perjanjian disebut 

perbuatan hukum.
6
 

 Perbuatan hukum umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu; yang 

pertama perbuatan sepihak dan yang kedua perbuatan hukum dua 

pihak. Perjanjian perkawinan merupakan perbuatan dua belah pihak. 

 Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata 

huwelijksevoorwaarden. Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata (Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata). Huwlijk sendiri artinya perkawinan, dan voorwaard 

berarti syarat. Jika dilihat dalam peraturan KUH Perdata perjanjian perkawinan 

                                                             
5 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2017), 87.  

 
 

6
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN Balai 

pustaka, 1984), h.119. 
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adalah suatu bentuk perikatan dan sifatnya mengikat menjadi Undang-Undang. 

Dalam artian formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang di 

langsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai harta kekayaan. 

Menurut Wirojno Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan 

hukum mengenai harta benda dua pihak, dan pihak yang berkaitan berhak 

menurut pelaksanaannya.
7
 

 Kata perjanjian berasal dari kata promise yang berarti kata-kata yang 

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian 

tersebut pada dasarnya berupa surat atau disahkan oleh notaris atau pihak ketiga 

yang terkait, hal ini bertujuan untuk melindungi apabila ada pihak yang 

mengingkarinya. 

 Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai sesuatu 

yang bernilai atau berharap untuk memperoleh kekayaan, misalnya warisan, 

diadakan perjanjian perkawinan, dan menurut undang-undang perjanjian itu harus 

dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Undang-undang hanya 

menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak digunakan, yaitu “perjanjian 

untung-rugi campuran” dan “perjanjian penghasilan campuran”. Bila pada waktu 

membuat perjanjian perkawinan salah satu pihak belum mencapai umur yang 

                                                             
 

7
Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia: 

Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi 

Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negerti Sunan Kalijaga, 2009), h. 40. 
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dipersyaratkan undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah kecuali ada wakil 

dari para pihak, padahal perkawinan itu sendiri mungkin sah.
8
 

 Dalam Al-qur‟an juga dijelaskan tentang perjanjian dalam perkawinan 

dalam surah An-nisa ayat 128: 

زَاةٌَ خَافجَْ  ِْ ِْ ا اِ ا  َٚ َّ ْْ يُّصٍْذَِا بيََُْٕٙ آ اَ َّ ِٙ ْٚ اِػْزَاضًا فلَََ جُٕاَحَ ػٍَيَْ سًا اَ ْٛ ْْٓۢ بؼٍَِْٙاَ ٔشُُ ِِ

ا حَ  َّ َْ بِ َ وَا
َّْ اّللّه ِ ا فاَ ْٛ حخََّمُ َٚ ا  ْٛ ْْ حذُْظُِٕ اِ َٚ  

خَّۗ ْٔفضُُ اٌشُّ ادُْضِزَثِ الَْْ َٚ ٍْخُ خَيْزٌ ۗ اٌصُّ َٚ ٍْذًا ۗ َْ صُ ْٛ ٍُ َّ ؼْ

 خَبيِْزًا

 “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang 

sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, 

Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Qs. An-nisa ayat 128) 

 Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik 

talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang 

digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, 

yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian. Dikatagorikannya 

taklik talak sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan serta merta saat 

berlangsungnya perkawinan.  

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 

 Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pada pasal 29 

mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan ini kedua belah pihak 

dengan kesepakatan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

                                                             
 

8
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakrta; Pt Intermesa, 1980), Cet Xv, h. 37. 



11 
 

 
 

oleh petugas pencatat perkawinan. Perjanjian itu dapat dibuat pada waktu atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan, asalkan perjanjian itu tidak melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan. Tidak ada penjelasan tentang perjanjian itu 

tentang apa, misalnya tentang harta benda. Karena tidak ada larangan seperti itu, 

maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sangat luas, bisa mengenai apa saja. 

Namun yang jelas dalam penjelasan Pasal 29 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian talak tidak termasuk talak.
9
 Isi pasal 

tersebut adalah: 

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas  

hukum, agama, dan kesusilaan. 

3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan  

4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.   

 Pasal ini menjelaskan bahwa selama masa perkawinan saumi istri dapat 

membuat suatu perjanjian  apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. 

Tetapi perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian taklik talak sebagaimana 

yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perjanjian sebagaimana 

                                                             
 

9
K Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), h. 32. 



12 
 

 
 

disebut dalam pasal 29 UUP dapat berubah atau dicabut atas persetujuan suami 

istri dan tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain apabila terkait. Sedangkan 

taklik talak di dalam KHI adalah perjanjian yang tidak dapat dirubah ataupun 

dicabut selama-selamanya apabila telah diikrarkan (Pasal 46 (3) KHI). Kemudian, 

isi atau sighat taklik telah diatur oleh Mentri Agama, suami hanya akan 

menyetujui dan juga menandatangani akta nikah. (Pasal 11 (3) Peraturan Mentri 

Agama Nomor 3 Tahun 1975). Ini berarti, taklik talak tidak termasuk kategori 

perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUP.  

 Hukum membuat akad nikah adalah mubah, artinya boleh dibuat atau 

tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat-syarat yang tertuang 

dalam bentuk perjanjian hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi janji-

janji lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadits: 

 

ِِ ػَ  ِٓ بْ  تِ بَ مِ ػَ  ْٓ ػَ  ْٚ  َّْ إِ »ػاً: ْٛ فُ زْ َِ  -ُٗ ْٕ ػَ  اللُّ  يَ ضِ رَ - زُ ا ز َِ ِٗ حُٛفُٛا بِ  ْْ أَ  طِ أدَكَّ اٌشُّ  ِٗ بِ  ُْ خُ ٍٍْ َ ذَ خَ طْ ا اِ : 

   «.جِ ْٚ زُ اٌفُ 

]ِخفك ػٍيٗ.[ -]صذيخ[   

Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan secara marfu', 

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat 

yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan)." (HR. 

Mutafaqun „alaih) 
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B. Sighat Taklik Talak 

1. Pengertian Talak 

 Talaq  secara  bahasa adalah  dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau 

meninggalkan. Sedangkan menurut syara', talaq berarti melepaskan tali 

perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sementara itu, Al-Jaziry 

mendefinisikan talak sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 

lepasnya ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu 

Zakaria Al-Anshari talak yaitu melepas tali akad nikah dengan kata talak dan 

sejenisnya.
10

  

 Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata taklik dan talak. Secara 

etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata yang 

artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung 

dengan sesuatu.  

 Secara Bahasa, taklik talak menurut Wahbah Zuhaily mempunyai arti talak 

yang digantungkan. Artinya penggantungan talak antara suami istri terhadap 

sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan 

menggunakan kata yang menunjukkan syarat seperti: kata jika, apabila, manakala 

dan sebaganya.
11

 

 Secara terminologi, taklik talak sebagaimana dikemukaan Wahbah al-

Zuhaily adalah: “Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan 

terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, 

                                                             
 10

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 191-192. 

 
11

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu Jilid IX, (Beirut: Daar alFikr, 1997), 

h. 6968. 
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ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya‚ jika 

kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak.
12

 

 Kamus istilah fikih menyebutkan bahwa taklik talak adalah 

menggantungkan jatuhnya talak atas sesuatu hal, maka talak jatuh bila hal itu 

terjadi. Contohnya suami berkata kepada isterinya, “Engkau tertalak bila saya 

tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan.” Maka apabila dalam waktu tiga 

bulan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka jatuhlah talak suami. 

Jadi taklik talak dapat disimpulkan yaitu menggantungkan talak kepada suatu 

perkara bisa dengan syarat atau dengan janji.
13

 

 Jadi, dari pengertian tersebut, talak adalah menghilangkan ikatan 

perkawinan sehingga setelah putusnya ikatan perkawinan, seorang istri tidak sah 

lagi bagi suaminya, dan hal ini terjadi dalam kasus talak ba'in. Sedangkan yang 

dimaksud dengan mengurangi lepasnya ikatan perkawinan adalah mengurangi hak 

cerai bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah cerai yang menjadi 

hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi 

hilang talak. hak, itulah yang terjadi dalam talak raj'i. 

 

 

 

 

                                                             
 

12
Wahbah Zuhaili, al-Usul al-Fiqh Islami Jilid I, (Beirut: Daar alFikr, 2001), h. 424. 

 
13

Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan 

Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, Volume 10., No. 2., (2017), h.269-270. 
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2. Macam-Macam Talak 

 Secara garis besar ditinjau dari oleh atau tidaknya rujuk kembali, talak 

dibagi menjadi dua macam: 

1) Talak Raj'i, yaitu talak dimana suami masih berhak merujuk kembali 

kepada istrinya, setelah talak diucapkan dengan lafal tertentu, dan istri 

benar-benar telah melakukan persetubuhan.
14

 Setelah terjadi talak raj‟i 

maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali 

kepada bekas istri sebelum masa iddah berakhir, maka hal itu dapat 

dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut 

bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan 

berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba‟in, 

kemudian dengan masa iddah yang sudah berakhir tersebut bekas suami 

ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad 

nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj‟i ini hanya terjadi 

pada talak pertama dan kedua saja.
15

 

2) Talak Bain, terbagi menjadi dua, yakni talak bain sugra dan talak bain 

kubra. Talak bain sugra ialah talak yang hilangnya kepemilikan mantan 

suami terhadap mantan istri. Tapi diperbolehkan mantan suami untuk 

rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain 

kubra adalah talak tiga. Mantan suami tidak boleh rujuk kembali, 

terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain. Serta 

                                                             
 14

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 

231. 

 
15

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 197. 
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sudah digauli, lalu diceraikan oleh suami yang kedua. Baru suami pertama 

boleh meminta rujuk lagi. 

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak dibagi menjadi 3 macam: 

1. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. 

Dapat dikatakan sunni apabila memenuhi empat syarat: Istri yang ditalak 

sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah 

digauli, tidak termasuk talak sunni. Istri dapat segera melakukan iddah suci 

setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi‟iyah, 

perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali 

haid. Talak terhadap istri yang lepas haid (menopause) atau belum pernah 

haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu‟), 

atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni. Talak itu 

dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan,di pertengahan, 

maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang saat haid. Suami tidak 

pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu di jatuhkan. Talak 

yang di jatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi 

pernah digauli, tidak termasuk talak sunni. 

2. Talak Bid‟i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan 

tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak 

bid‟i ialah:  

a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), 

baik di permulaan haid mau pun di pertengahannya. 
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b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah 

digauli oleh suaminya dalam keadaan suci di maksud.  

3. Talak la sunni wala bid‟i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni 

dan tidak pula termasuk talak bid‟i, yaitu:  

a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.  

b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri 

yang telah lepas haid. 

c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
16

 

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada 

beberapa macam, yaitu: 

1. Talak dengan ucapan, talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di 

hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
17

 

Talak dengan ucapan ini terbagi menjadi dua macam: 

a. Talak sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan 

tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika 

diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Seperti perkataan “engkau saya 

talak sekarang juga”.
18

 

b. Talak kinayah, yaitu talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-

kata yang bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang 

pengertian lain dari pada talak talak bagi orang yang mengucapkannya, 

                                                             
 16Ibid h. 194-195. 

 
17

Tihami, op. cit., h. 236. 

 
18

Ibid,. h. 194-195. 
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sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak di 

dalamnya. Seperti “urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulangkau 

engkau kepada keluargamu”, atau kata-kata sindiran lainnya.
19

 

2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis 

lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi 

dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dipadang jatuh (sah), meski 

yang bersangkutan dapat mengucapkannya.  

3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh 

suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat 

dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan 

menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan 

ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjauhkan talak, sepanjang isyarat itu 

jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat 

itulah satusatunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam 

hatinya.  

4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya 

melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud 

suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami 

mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk 

menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.
20
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Abdul Rahman, op. cit., h. 236. 
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 Sayid Sabiq menguraikan bahwa perjanjian pernikahan berupa taklik talak 

memiliki dua bentuk:  

 Pertama, taklik qasami, yakni taklik yang dimaksudkan sebagai janji, 

karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu 

perbuatan atau menguatkan suatu kabar. 

 Kedua, taklik syarti, yakni taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan 

talak bila telah terpenuhi syarat taklik.  

 Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata 

yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, yang melakukan pekerjaannya 

adalah suami (mutaliq), istri (mutalaqah), atau orang lain. Contoh taklik talak 

qasami yang dikerjakan oleh suami: “jika saya pergi ke rumah fulan maka kamu 

orang yang tertalak”. Contoh taklik talak qasami yang dikerjakan oleh istri: “jika 

kamu masuk ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak”. Contoh taklik talak 

qasami yang dikerjakan oleh orang lain: “Jika fulan mengunjungimu maka kamu 

orang yang tertalak”. 

 Pada taklik talak syarti, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila 

syarat dimaksud terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada istrinya. Pada taklik 

talak syarti, tidak disandarkan pada pekerjaan seseorang. Contoh: Jika matahari 

terbit maka kamu orang yang tertalak.  

 Dalam taklik talak juga mempunyai syarat, jumhur ulama fiqh 

mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak:  

a) Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin 

terjadi. Misalnya: ucapan suami pada istrinya “jika kamu keluar negri 
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tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negri sesuatu yang 

belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik al-muallaq jatuh 

sendirinya.  

b) Ketika lafadz taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih 

berstatus istri 

c) Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafadz taklik talak terpenuhi, 

wanita tersebut masih berstatus istri. 

 Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang di taklikan talak nya 

harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak. Adapun keadaan itu adalah: 

1. Berada dalam ikatan suami-istri secara sah.  

2. Bila dalam keadaan talak raj‟i atau iddah talak ba‟in sughra, sebab dalam 

keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai 

habis masa iddah.  

3. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, 

seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika istri masuk Islam, 

atau karena ila‟ keadaan seperti ini dianggap talak oleh golongan Hanafi.
21
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3. Taklik Talak Menurut Fikih 

 Kamus istilah fikih menyebutkan, taklik talak adalah menggantungkan 

jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Sedangkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan 

calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang 

berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin 

terjadi dimasa yang akan datang.
22

  

 Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan taklik talak dengan 

adanya perjanjian ketentuan taklik talak, yaitu:  

a. Menyangkut peristiwa. Peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya 

sesuatu seperti yang telah diperjanjikan. 

 b. Jika istri sudah tidak rela tersebut mengajukan gugat cerai ke Pengadilan 

Agama, 

 c. Istri membayar iwadl sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap 

suami.  

d. Dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- itu akan disumbangkan untuk 

kepentingan ibadah sosial ke Badan Kesejahteraan Masjid.  

 Sighat taklik talak di Indonesia, baik dari segi bentuk, syarat dan motovasi 

dibuatnya, berbeda dengan konsep sighat taklik talak yang ada dalam kita-kitab 

fiqh klasik. Isinya bukan lagi merupakan ancaman suami terhadap isteri, namun 
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berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergaulinya dengan mu‟asyarah bi 

al ma‟ruf sesuai dengan syariat Islam.
23

 

 Adapun dasar Hukum Taklik Talak ini berlandaskan QS Al-Baqoroh ayat 

229 

آ  َّّ ِِ ا  ْٚ ْْ حأَخُْذُ ُْ اَ ًُّ ٌىَُ لَْ يذَِ َٚ  ۗ ٍْ ْٚ حظَْزِيْخٌْۢ باِدِْظَا فٍ اَ ْٚ ؼْزُ َّ  بِ
ظَانٌْۢ ِْ ِ ِٓ ۖ فاَ حه زَّ َِ َّٓ اٌَطَّلََقُ  ُ٘ ْٛ ُّ حيَْخُ  اه

دَ  ْٚ ا دُذُ َّ ْْ يَّخَافآَ الََّْ يمُيِْ ٓ اَ ا افْخذََثْ شَيْ ـاً الَِّْ َّ ا فيِْ َّ ِٙ ِ ۙ فلَََ جُٕاَحَ ػٍَيَْ
دَ اّللّه ْٚ ا دُذُ َّ ُْ الََّْ يمُيِْ ْْ خِفْخُ ِ ِ ۗ فاَ

اّللّه

 َْ ْٛ ُّ ٍِ
ُُ اٌظّه ى ِهَ ُ٘

هٌٰۤ ِ فاَُٚ
دَ اّللّه ْٚ ْٓ يَّخؼََذَّ دُذُ َِ َٚ ٘اَ ۚ ْٚ ِ فلَََ حؼَْخذَُ

دُ اّللّه ْٚ ٍْهَ دُذُ ٖٗ ۗ حِ  بِ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 

menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 

keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum 

Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) 

diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, 

mereka itulah orang-orang zalim. 

 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa adanya iwadh berlandaskan ayat 

tersebut. Taklik talak ini tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik talak 

tersebut diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, maka dalam hal ini talik 

talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian ini. Taklik menurut 

Sayyid Sabiq ada dua macam: Pertama, taklik yang dimaksudkan seperti janji, 

karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu 

pekerjaan atau menguatkan suatu khabar. Taklik seperti ini disebut taklik dengan 

sumpah (taklik qasamy), seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya: “Jika 

aku keluar rumah maka engkau tertalak”. Maksudnya suami melarang istri keluar 
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rumah saat dia sedang keluar, bukan maksud untuk menjatuhkan talak. Kedua, 

taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, bila telah terpenuhinya syarat. 

Taklik ini disebut dengan taklik bersyarat. Seperti suami berkata kepada istrinya: 

“Jika engkau membebaskanku dari membayar sisa maharmu, maka engkau 

tertalak”.
24

 Terkait hukum taklik talak ini, para ulama masih berbeda pendapat 

satu sama lain. Di antara mereka ada yang memperbolehkan, namun ada pula 

yang menolak penggunaan taklik talak dalam pernikahan. Sampai saat ini, 

perbedaan pendapat tersebut masih terjadi dan mewarnai perkembangan hukum 

Islam yang disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri. 

Selain itu, sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya taklik talak karena 

tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur‟an dan Hadis. Menurut ulama Zahiriyah 

dan Syi‟ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang qasami atau syarti tidak sah. 

Ulama Zahiriyah dan Syi‟ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah 

sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh, Rasullah SAW bersabda: 

“Barang siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT.” 

Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan 

Allah SWT. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT. 

Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah. Ulama Zahiriyah 

dan Syi‟ah Imamiyah juga berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Hazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah: “Sumpah yang digunakan untuk talak tidak 

terjadi (tidak sah).” Maka dari itu mereka berkata : “Tidak ada dasar baik dari Al-

Qur‟an dan Hadis yang menerangkan tentang taklik talak. Dalam hal ini, Prof. Dr. 
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Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penamaan taklik talak dengan sumpah hanya 

sebatas majaz, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah SWT, yaitu 

menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan 

kabar. Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti taklik talak. 

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah taklik talak dibagi menjadi 

dua taklik talak qasami dan taklik talak syarti sedangkan hukum sah dan tidaknya 

taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, yaitu: 

1) Jika taklik talak qasami, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar 

sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib 

membayar kafarat yamin (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-

Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar kafarat. 

2) Jika taklik talak berupa syarti maka talak tersebut sah apabila persyaratan 

sudah terpenuhi.  

 

Adapun syarat sahnya talak taklik ada tiga yaitu:  

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari jika 

perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak. 

2. Hendaknya ketika lahirnya akad istri dapat dijatuhi talak.  

3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharan 

suami.
25

 

 Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah 

menta‟likkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-
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syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka ta‟lik itu dianggap sah 

untuk semua bentuk ta‟lik, baik itu mengandung sumpah (qasamy) ataupun 

mengandung syarat biasa, karena orang yang menta‟likkan talak itu tidak 

menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu 

tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan taklik itu.
26

 

 Maka dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian 

pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, pernyataan tersebut digantungkan 

pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang 

akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat 

syarat yang telah ditentukan.
27

 Karena menurut jumhur ulama talak yang 

disandarkan dengan sesuatu syarat (waktu yang akan datang), adalah sah. Berbeda 

halnya dengan pendapat Ibn Hazm yang tidak mengesahkan adanya talak yang 

disandarkan.
28

 

 Pendapat jumhur inilah nampaknya yang menjadi panutan oleh pemerintah 

Hindia Belanda di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Menteri Agama 

merumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk sighat taklik jadi tidak 

secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan 

antara hak Talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan 

terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami. 
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 Maka perubahan-perubahan yang terjadi pada sighat taklik talak pun tidak 

lepas dari tujuan melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan tetap 

sejalan dengan hukum Islam.
29

 

C. Kajian Terdahulu 

 Sejauh penelusuran yang penulis cari, penulis hanya menemukan satu pem

bahasan yang mirip tapi tidak sama dengan penelitian penulis, yaitu:  

1. Skripsi Ady Prastya Cahya Wijayanto: Perceraian Akibat Melanggar Ta‟lik 

Talak Di Pengadilan Agama Banyumas.  

 Pada skripsi ini dibahas tentang putusan perceraian Pengadilan Agama 

Banyumas yang beralasan adanya pelanggaran taklik talak dari tahun 2013-2015. 

Dalam skripsi ini ditemukan bahwa kasus perceraian disebabkan pelanggaran 

taklik talak dari tahun ketahun semakin meningkat. Perbedaan skripsi ini dengan 

judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini hanya menekankan pada 

peninjauan putusan perceraian Pengadilan Agama Banyumas yang beralasan 

adanya pelanggaran taklik talak dari tahun 2013-2015, sedangkan pada skripsi 

yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan taklik talak 

dalam pernikahan menurut mazhab Imam Syafi‟i dan konsekuensinya. 

2. Skripsi Puad Hasyim: Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan (Tinjauan 

Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat) 

 Pada skripsi ini dibahas tentang pentingnya taklik talak dalam setiap 

pernikahan untuk menjamin hak-hak perempuan. Dalam skripsi ini juga 
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ditemukan sejarah taklik talak di Indonesia serta taklik talak di wilayah KUA 

kecamatan Ciputat. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah 

bahwa pada skripsi ini hanya menekankan peninjauan historis taklik talak di 

Indonesia kemudian melihat keberadaan taklik talak di lingkungan KUA 

kecamatan Ciputat, sedangkan pada skripsi yang penulis angkat adalah mencoba 

melihat bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut mazhab 

Imam Syafi‟i dan konsekuensinya.  

3. Skripsi Yulia Marta Pratiwi: Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada 

Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. 

 Pada skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pengucapan sighat 

taklik di wilayah Kantor Urusan Agama Kec Tampan. Dan di dalam skripsi ini 

juga dibahas tentang pengrtian dari sighat taklik. Adapun perbedaan dari skripsi 

yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan taklik talak 

dalam pernikahan menurut mazhab Imam Syafi‟i dan konsekuensinya. 

 Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penelitian 

yang penulis lakukan belum mendapat perhatian penelitian secara spesifik, 

sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk dikupas tuntas 

demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

http://repository.uin-suska.ac.id/26459/
http://repository.uin-suska.ac.id/26459/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

  Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (library research) 

yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku 

atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti 

yang mana diambil dari berbagai karya yang membahas tentang masalah 

perjanjian perkawinan, taklik talak.  

  Studi kepustakaan menurut Muhammad Nazir adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang akan dipecahkan.
30

 Sedangkan menurut Danial Endang AR. 

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkenaan dengan masalah 

dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan 

diolah dan dianalisis oleh banyak ahli sejarah, sastra dan bahasa. 

B. Jenis data  

 Adapun jenis data yang peneliti lakukan dalam membuat penelitian ini 

adalah dengan menggunakan jenis data kualitatif. 

C. Sumber data  

  Sumber data dalam penilitian ini dapat dikategorikan menjadi data primer 

dan sekunder. 
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a. Data primer: adalah data yang didapatkan dari kitab-kitab fiqih mazhab 

Imam Syafi‟i seperti kitab Fathul Qarib, fathul Mu‟in, dan Fiqih 

Munakahat. 

b. Data sekunder: adalah data yang di dapatkan dari jurnal, karya ilmiah, yag 

ada kaitannya dengan objek penelitian. 

D.   Metode pengumpulan data 

   Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik book survey, yaitu buku-

buku, artikel website, dokumen, atau literatur lain yang memliki kaitan 

dengan judul dan rencana dari penelitian ini, teknik ini digunakan demi 

kelengkapan dari data penelitian.  

E.   Metode analisis data 

   Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah library 

research, maka dalam menganalisis data peniliti menggunakan analisis isi 

atau content analysis yang pertamakali digunakan oleh Harold D. Laswell. 

Menurut holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan 

dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara 

objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer dan 

Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang 

dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam. 
31

 

   Berdasarkan dua pendapat tokoh ini maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis isi adalah suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk 
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menguji informasi untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi 

berbagai karakteristik khusus suatu pesan. 

   Adapun data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis analisis 

dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur kuantitatif, 

tetapi berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan 

hukum, pandangan ahli, dan akal sehat penulis.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil  dari penelitian ini 

adalah 

1. Untuk Hukum sighat taklik adalah mubah, yakni boleh saja dilakukan 

karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan ketika sudah 

membacanya maka suami harus menjaga hal tersebut jangan sampai di 

kemudian hari terjadi hal yang demikian, maka suami harus terima jika isteri 

menggugatnya di kemudian hari dengan alasan sighat taklik 

2. Dalam Islam para ulama berbeda pendapat dalam sighat taklik talak  ada 

yang membolehkan dan adapula yang melarang. Adapun ulama yang 

melarang taklik talak dalam pernikahan adalah salah satunya Ibn Hazm 

beliau menolak segala bentuk taklik. Dan menurut Ibn Hazm Talak hanya 

bisa terjadi apabila diucapka secara langsung dan tidak disertai dengan 

syarat terntu,  dan tidak ada penangguhan masa yang tidak pasti. 

3. sighat ta‟liq ini tidak perlu dibacakan dan tidak wajib dibacakan, serta 

jangan meminta untuk dibacakan oleh pihak mempelai laki-laki. Jika 

ditinjau dari kemaslahatan pernikahan yaitu keluarga sakinah, maka 

membacakan sighat ta‟liq, namanya mengundang atau meminta sesuatu 

yang belum dan akan terjadi, agar terjadi dan menimpanya dengan adanya 

ikrar tersebut. Namun lafadz tersebut tetap harus ada di buku nikah, sebagai 
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bukti dan syarat nantinya jika terjadi sesuai persyaratan, istri akan lebih 

mudah menilai suami tentang materi gugatanya di pengadilan.  

4. beberapa ulama yang membolehkan Sighat Taklik, salah satunya dari 

mazhab Syafi'i adalah, bahwa ia dapat mengangkat derajat seorang 

wanita agar pihak suami dapat lebih menghormati istrinya, dan agar 

tidak mudah mengatakan cerai karena wasiat atau hanya mengancam 

istri. Mengenai hal ini, pendapat Ibnu Hazm dapat disimpulkan bahwa 

menurutnya talak hanya dapat terjadi jika dikatakan secara langsung 

dan tidak ada syarat yang harus dipenuhi, atau talak yang  hanya 

disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang dapat berlaku atau 

perceraian dapat terjadi. 

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan 

pertanggal 7 September 1996 bahwa tidak perlu lagi membaca sighat 

taklik dalam acara perkawinan Pendapat talak yang materiilnya dalam 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Keyakinan. Demikian juga perjanjian 

talak taklik tidak wajib dalam setiap perkawinan menurut kodifikasi 

hukum Islam (Pasal 46 Ayat 3 KHI). 
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B. Saran  

1. Sighat taklik yang tercantum di akta nikah sudah sangat lama dan tidak 

memberikan efek jera kepada pihak suami, sehingga diharapkan kepada 

pemerintah untuk mengkaji kembali tentang efektifitas sighat taklik. 

2. Diharapkan kepada para pejabat di lingkungan KUA agar ketika pra 

nikah juga mohon untuk di bekali pemahaman tentang sighat taklik.  

3. Diharapkan juga kepada masayarakat untuk mengetahui implikasi 

sighat taklik dala pernikahan dan konsekuensi nya  
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